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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang
berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun

penulisannya berdasarkan kaidah berikut':

A. Konsonan

* = tidak dilambangkan » =dl

¢ =b L =th

o =t B =idh

& =ts ¢ = ° (koma menghadap

keatas)

z N g | Teh

r =h o =f

z  =kh & =q

> =d 4 =k

5 =dz o

0 ol ¢ =m

y =% B =0

o~ =S5 s =W

S =8y » =h

o =sh ¢ =V

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila
terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti

vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau

! Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen
Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang:
Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.
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akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk

cc_”

mengganti lambang “¢”.

. Vocal, Panjang dan Diftong
Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah
dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis

dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = &, misalnya smenjadi qala
Vokal (i) panjang = 1, misalnya 3 menjadi qi la
Vokal (u) panjang = {1, misalnya .,» menjadi dlina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan
dengan “1” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara
diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = J misalnya |, menjadi qawlun
Diftong (ay) = > misalnya ,~ menjadi khayrun
. Ta’Marb(thah
Ta’'MarbGthah(?) ditransliterasikan dengan”t”jika berada di
tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbilthah tersebut berada di akhir

kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya

il Al ) menjadi al-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada

ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf
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ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ¢ yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil,

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah
yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah)

maka dihilangkan.

. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata
tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa
Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan

menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Muhammad Khoirul Umam , 13220035 Praktik Tanggung Jawab Pelaku
Usaha Jasa Car Wash Terhadap Barang Milik Konsumen
Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum
Islam (Studi Di Car Wash Malang). Skripsi, Jurusan Hukum
Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.,

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Pelaku Usaha, Car wash,
Hukum Islam

Selain bertujuan untuk bisnis atau mencari keuntungan demi
kelangsungan hidup seharusnya pengusaha car wash juga memberikan
kepuasan terhadap konsumen. Fakta yang sering ditemukan yaitu konsumen
sering merasa dirugikan dalam pelayanan. Contohnya sering kehilangan
barang yang ada di dalam bagasi maupun jok kendaraan. seperti alat-alat
kunci kendaraan, uang, dan lain-lain dan juga kesalahan dalam pemasangan
karpet atau barang belum dimasukkan ke dalam jok atau bagasi kendaraan.
Padahal hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pengusaha car
wash seperti yang tertuang dalam undang — undang perlindungan konsumen
dan hukum islam.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik
tanggung jawab pemilik car wash terhadap barang milik konsumen di
car wash Malang, mengetahui Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 perlindungan konsumen terhadap barang milik konsumen di car wash
malang, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab
pemilik car wash terhadap barang milik konsumen di car wash malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang
disebut juga dengan peneclitian field research, dikarenakan penelitian
menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis dengan metode analisis
data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab
terhadap barang milik konsumen di car wash malang sudah cukup
memberikan solusi pada setiap kejadian kehilangan dan kurang bersihnya
pencucian kendaraan yang ada, berdasarkan tinjauan Undang—undang
perlindungan konsumen sangat melindungi para konsumen, dan
berdasarkan tinjauan hukum islam memberikan banyak perlindungan
konsumen sehingga pemilik atau karyawan car wash berhati — hati dalam
melakukan pencucian agar tidak ada problem.
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ABSTRACT

Muhammad, Khoirul Umam, 13220035, 2018. The responbility practice of a
car wash entrepneur toward consumer’s goods at car wash. Thesis.
Department of Islamic Business Law, Faculty of Shari'ah, the State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim MalangSupervisor:
Dr. Khoirul Hidayah., M. H.

Keywords: Responbility, Customer, Bussinesmen, Car wash, Islamic Law

Not only considering about the business advantages and about a
need of fulfilling their everyday life, but the entrepreneurs of car-wash also
should take a good consideration toward the consumers’s satisfaction. In
fact, the common phenomenon showed that the consumers often felt
dissatisfied in the context of service. For example, the many consumers lost
their goods in the car baggage or in the cycle saddle such as service keys,
money and etc. and also in the case of forgetting to put the carpet into the
car or returning other goods into the saddle even though those things are the
responsibility of the car washer such as written in the policy of protection
based on the Islamic Law.

This research is aimed to examine the responsibility practice of the
car-wash entrepreneur toward the consumers’ good in car-wash Malang,
Examines the policy of protection (number 8" 1999) toward the protection
of consumers’ good and Examines the Islamic law toward the responsibility
of the car-wash entrepreneur to the consumers’ goods.

This research is a juridical empiric research which also commonly
known as field research because this research focuses on the field data as the
subject in this research. This research uses phenomenological approach and
the data is analyzed by using descriptive analysis method.

The findings represented that the responsibility practice toward the
consumers’ goods in car-wash Malang had given solutions to the common
phenomenon. Based on the policy of consumer’s good protection, the
consumer felt to be really protected. And based on the Islamic law, the car
wash entrepreneur had really protected the consumers so that the car-
washers or the employees had carefully done their jobs to avoid trouble.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat
ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh
manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam
melakukan aktivitas sehari-hari.”

Seiring dengan perkembangan transportasi banyak pengaruh dalam
pertumbuhan ekonomi, sehingga pengaruh tersebut dapat membuat lapangan kerja
baru yang biasa dikenal dengan usaha swasta. maka usaha swasta melihat peluang
untuk membangun usaha sendiri dengan membuka pelayanan jasa bengkel, cuci

kendaraan dan asesoris kendaraan.

? https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi. Diakses pada tanggal 10 November 2017.
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Peluang usaha ini adalah salah satu usaha yang relatif dengan melihat
keadaan di sekitar kita seperti di Malang. Malang merupakan tempat yang cocok
dalam hal pemutaran uang yang ada di Malang, karena dikenal sebagai kampung
mahasiswa yang dijadikan pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa usaha
yang dibuka untuk kendaraan antara lain: bengkel modifikasi, bengkel
service, cuci mobil dan motor, dan lain-lain, salah satu bentuk kegiatan usaha di
bidang jasa adalah jasa cuci mobil atau yang sering kita kenal dengan sebutan car
wash, pemilik perusahaan car wash berperan sebagai pelaku usaha dan yang
mempunyai kendaraan sebagai konsumen. Membuka usaha car wash merupakan
salah satu usaha yang menguntungkan sekaligus menyenangkan bagi orang yang
mempunyai hobi mobil, selain jumlah kendaraan akhir-akhir ini semakin banyak
karena permintaan konsumen yang meningkat dan juga tersedianya mobil-mobil
baru dengan harga cukup murah.

Dari banyaknya pengguna mobil dan diiringi harga yang cukup murah
yang menjadi dasar bagi pengusaha untuk membuka usaha yang sekarang ini,
bertempat di Malang dijadikan tempat usaha pencucian kendaraan. Menurut data
di lapangan lebih dari 30 kendaraan masuk dalam pencucian sehingga mendapat
keuntungan yang besar. *

Tujuan usaha car wash tentu saja untuk mencari keuntungan, pengusaha
car wash akan mendapatkan keuntungan dari konsumen yang mencuci kendaraan
dan tentunya konsumen juga ingin mendapatkan pelayanan yang baik pula dari

pelaku usaha tersebut. Selain bertujuan untuk bisnis atau mencari untung demi

® Putra dan wawan, Wawancara Car Wash magnum dan car wash amanah, (malang)
16 Maret 2018.



kelangsungan hidup perusahaan, pengusaha car wash seharusnya juga berusaha
memberikan kepuasan terhadap konsumen dan bukan hanya memprioritaskan
keuntungan semata.

Di dalam Al-Quran telah disebutkan ayat membahas mengenai perintah
untuk bertanggung jawab dalam setiap perbuatan dalam surat Al isra ayat 36 yang

berbunyi :

(71) dsia s 58 Sl 3 313ty s g By ey 2 5 s i ¥

Artinya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan

jawabanya (Qs . Al isra 36)

Pada fakta yang ada sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan
konsumen sering merasa dirugikan dalam pelayanan, menurut konsumen kurang
memuaskan terlebih lagi barang yang ada di dalam bagasi maupun jok kendaraan
sering kehilangan seperti alat-alat, uang, jam tangan, handphone, kunci kendaraan,
sering salah dalam pemasangan karpet, kurang bersihnya waktu saat mencuci
kendaraan atau barang belum dimasukan kedalam jok atau bagasi kendaraan.

Dari kasus yang penulis temukan, persoalan — persoalan seperti dua
orang pegawal jasa car wash yang mencuri handphone milik konsumen saat
mencuci mobilnya di suatu jasa cuci mobil. Kedua pelaku telah dipenjarakan

berdasarkan barang bukti yang otentik.* Dengan adanya kasus ini peneliti ingin

melakukan penelitian jasa car wash yang berada di malang. pertanggung jawaban

* http://jambi.tribunnews.com 06/01/2018.



dari pelaku usaha car wash yaitu akan bertanggung jawab kepada konsumen jika
konsumen merasa dirugikan seperti halnya pada kasus yang di sebutkan tadi.
Seperti ganti rugi jika konsumen waktu saat mencuci kendaraan kurang
memuaskan (kurang bersih) saat pencucian maka yang dilakukan adalah
pencucian kembali dengan gratis, dan jika barang milik konsumen kehilangan
waktu saat cuci kendaraan di tempat car wash maka yang dilakukan oleh
pengusaha car wash yaitu akan mengganti sesuai dengan barang yang hilang yang
di keluhkan oleh konsumen. Sehingga konsumen merasa senang terhadap

pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengusaha car wash.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian
dengan judul Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Car Wash
Terhadap Barang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Di

Car Wash Malang).
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B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tanggung jawab pemilik car wash terhadap barang milik
konsumen di car wash Malang ?

2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen
terhadap barang milik konsumen di car wash malang ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pemilik car wash

terhadap barang milik konsumen di car wash malang ?

C.TUJUAN PENELITIAN
Dari Rumusan Masalah diatas memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktik tanggung jawab pemilik car wash terhadap barang
milik konsumen di car wash Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan UU Nomor 8 Tahun1999 perlindungan konsumen
terhadap barang-barang konsumen di car wash Malang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pemilik car

wash terhadap barang milik konsumen di car wash Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di peroleh manfaat antara lain
sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.
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Kita dapat menambah pengetahuan terhadap tanggung jawab pelayanan

jasa car wash melihat dari UUD perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji jauh tentang

perlindungan konsumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi modern.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1.

Tanggung Jawab

Di dalam kamus besar bahasa indonesia tanggung jawab adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Pengertian pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia dapat di
jumpai dalam Pasal 1 butir 3 UUPK 1999, yang menjelaskan : “Pelaku usaha
adalah setiap orang — perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulakn tanggung jawab adalah
keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban
menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau

memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
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2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia dapat di jumpai dalam
Pasal 1 butir 3 UUPK 1999, yang menjelaskan : “Pelaku usaha adalah setiap
orang — perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Jadi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang
harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat
penting untuk menentukan langkah langkah kerja guna tercapainya tujuan
penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidik dengan
menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu
kebenaran yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang

nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.’ Supaya diperoleh hasil

3 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2004), hal 4.
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maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema
pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang

digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar
penelitian ini, antara lain latar belakang masalah yang memberikan landasan
berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam
penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi
penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, metode
penelitian dan teknik penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan
sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian teori, dalam bab ini akan membahas tentang
definisi konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab, tanggung
jawab dalam hukum islam. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang
sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk
menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III : Adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian.
Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam
penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian
empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi
penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menemukan

jawaban dalam penelitian yang dilakukan.
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BAB 1V : Berisikan tentang paparan hasil penelitian. Yang berisi tentang
paparan data, analisis data tentang praktik tanggung jawab pelaku usaha jasa car
wash terhadap barang milik konsumen dalam tinjaun Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tinjauan hukum islam. Paparan
hasil peneliti ini dikaji untuk melihat seberapa hasil yang dilakukan jasa car wash
amanah dan jasa car wash magnum untuk melakukan tanggung jawab terhadap
barang milik konsumen sehingga nyaman dihati konsumen dan masyarakat.

BAB V : Adalah penutup, Pada bab ini berisi mengenai sebuah
kesimpulan dari penelitian yang berdasarkan seluruh hasil kajian penulis dari bab
awal sampai akhir dan diakhiri dengan saran-saran agar di car wash amanah dan
car wash magnum bisa memberikan tanggung jawab terhadap barang milik
konsumen dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen dan tinjaun hukum islam.
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BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
a) PENELITIAN TERDAHULU
1. Skripsi Lensa Sylviani Prasetyo, dari fakultas fakultas hukum
Universitas muria Kudus tahun 2013 yang berjudul “Tanggung Jawab
Pemilik Jasa Cuci Pakaian (Laundry) Terhadap Kerugian yang
dialami Pengguna Jasa (Laundry) di Kabupaten Pati”. Dalam skripsi
ini penulis secara umum memberikan penjelasan tentang tanggungjawab
pemilik usaha laundry terhadap banyaknya kesalahan atau kelalaian
yang dilakukan para pekerjanya yang berdampak pada keercayaan dan
kepuasan konsumen itu sendiri.® Persamaan skripsi ini dengan penulis

yaitu skripsi ini menjelaskan tentang tanggung jawab pemilik usaha

® Sylviani Lensa Prasetyo, “Tanggung Jawab Pemilik Jasa Cuci Pakaian (Laundry)
Terhadap Kerugian yang dialami Pengguna Jasa (Laundry) di Kabupaten Pati”,
Skripsi diterbitkan di Universitas muria Kudus, 2013.

10
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loundry terhadap konsumen sedangkan perbedaannya adalah Dalam
skripsi lebih condong terhadap kerugiaan atas jasa laundry.

2. Skripsi Cahaya Setia Nurarida Triana, dari fakultas hukum, Universitas
Jenderal Soedirman, 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan
Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”. Dalam skripsi ini penulis
memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen
terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah
dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan
pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang
(BBPOM) berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor
HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi Dan
Peredaran Kosmetika, serta sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.” Persamaan skripsi ini dengan skripsi
penulis yaitu Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan
hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung
bahan berbahaya sedangkan perbedaannya adalah Dalam penelitian yang
telah dilakukan menjelaskan fokus dalam penelitian ini melindungi para
konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung bahan

berbahaya.

7 Cahaya Setia Nurarida Triana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran
Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten banyumas”.Skripsi diterbitkan di
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2015.

11
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3. Skripsi Apriyanti, dari fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam
Syarif Hidayatullah, 2014 yang berjudul, “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari
Hukum Perikatan”. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis bagaimana
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaki elektronik,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”,
dalam transaksi yang biasanya menggunakan paper based economy,
akan tetapi dalam transaksi E-Commerce berubah menjadi digital
electronic economy perlunya penangan khusus dalam kacamata hukum
itu sendiri. Peninjauan transaksi £-Commerce yang dilihat dari kacamata
hukum perikatan khusunya yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320
kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen
dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada ha k-hak
konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat
menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.?

Persamman skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu Diskripsi ini sama-

®  Apriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau

Dari Hukum Perikatan”. skripsi diterbitkan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2014.
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sama membahas tentang perlidungan konsumen dalam Transaksi E-
Commerce. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini dalam objek
pembahasan perlindungannya yaitu peerlindungan transaksi dalam
hukum perikatan.

4. Daris lutfiyya hanif, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “praktiik
persewaan perahu wisata air waduk selorejo tinjauan undang-undang
perlindungan konsumen dan hukum islam” Desa Selorejo merupakan
salah satu desa di kecamatan ngantang dimana mayoritas mata
pencariannya adalah bertani, berkebun,nelayan, menjadi karyawan
tempat wisata waduk selorejo,dan lain-lain. Wisata waduk selorejo
salah satunya terdapat penyewaan perahu air untuk menikmati wahana
di sekeliling waduk tersebut. Terjadi suatu perjanjian sewa menyewa
apabila ada ikatan kedua belak pihak diantaranya konsumen atau
wisatawan. Syarat sewa-menyewa yang harus dipenuhi adalah
memiliki secara penuh barang yang akan disewakan dan fasilitas
sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen  atau
wisatawan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah
syarat sewa yang sah menurut syariat Islam.” Persamaan skripsi ini
dengan skripsi penulis yaitu sama dalam bidang jasa dan membahas

tentang perlindungan konsumen dan hukum islam, sedangkan

? Daris lutfiyya hanif, “praktiik persewaan perahu wisata air waduk selorejo tinjauan undang-
undang perlindungan konsumen dan hokum islam” Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang 2017.

13
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perbedaannya yaitu skripsi ini objek pembahasannya pada praktik
persewaan perahu wisata air waduk selorejo
Adapun untuk lebih memperjelas tentang penelitian terdahulu dapat

disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No. | Nama dan | Judul Persamaan Perbedaan
Universitas

1. | Lensa sylviani | Tanggung Jawab | Dalam skripsi | Dalam skripsi
prasetyo, Pemilik Jasa Cuci | ini lebih condong
Universitas Pakaian menjelaskan terhadap
Muria  Kudus, | (Laundry) tentang kerugiaan atas
2013. Terhadap tanggung jasa londry.

Kerugian  yang | jawab pemilik
dialami Pengguna | usaha loundry
Jasa (Laundry) di | terhadap
Kabupaten Pati. konsumen.

2 Cahaya  Setia | Perlindungan Dalam skripsi | Dalam
Nurarida Triana, | Hukum Bagi | ini penelitian yang
Universitas Konsumen menjelaskan telah dilakukan
Jenderal Terhadap tentang menjelaskan
Soedirman, Peredaran perlindungan fokus  dalam
2015. Kosmetik  Yang | hukum  bagi | penelitian  ini

Mengandung konsumen melindungi
Bahan Berbahaya | terhadap para konsumen
Di Kabupaten | peredaran terhadap
Banyumas. kosmetik yang | penggunaan
mengandung kosmetik yang
bahan mengandung
berbahaya. bahan
berbahya.

3. | Apriyanti, Perlindungan Diskripsi  ini | Diskripsi  ini
Universitas Hukum Terhadap | sama-sama sama-sama
Islam Negeri | Konsumen Dalam | membahas membahas
Syarif Transaksi E- | tentang tentang
Hidayatullah, Commerce Di | perlidungan perlidungan
2014. Tinjau Dari | konsumen konsumen

Hukum Perikatan. | dalam dalam
Transaksi  E- | Transaksi  E-
Commerce. Commerce.

4. | Daris lutfiyya, | judul praktik | yaitu sama | objek

hanif, persewaan perahu | dalam bidang | pembahasannya

14
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Universitas wisata air waduk | jasa dan | pada  praktik

Islam  Negeri | selorejo tinjauan | membahas persewaan

Maulana Malik | undang-undang tentang perahu wisata

Ibrahim, (2017). | perlindungan perlindungan air waduk
konsumen  dan | konsumen dan | selorejo.
hukum islam. hukum islam.

15



16

b) Kajian Teori

1. Definisi Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Ingris/Amerika), atau
consument/konsument ~ (Belanda).' Menurut pengertian  perundang-
undangan, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.”!!

Sedangkan dalam bagian penjelasan disebutkan “Di dalam
kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk,
sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu
produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.
Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen
akhir”.

Konsumen sebagai peng-indonesia-an dari istilah asing, inggris
consumer, dan Belanda consument, secara harfiah diartikan sebagai “orang
atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa

tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan

atau sejumlah barang”. Ada yang mengartikan “setiap orang yang

' Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm
22.
" Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

16
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menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada
pembedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati
dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini
penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan
barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual,
diproduksi lagi)."

UUPK mendefinisikan konsumen sebagi “setiap orang pemakai
barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan'®”. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen
adalah end user / pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli
dari barang atau jasa tersebut.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna
atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut
Undang-Undang perlindungan konsumen diatas adalah setiap pemakai
barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk
diperdagangkan.'*

a) Macam-macam konsumen.

12

Arrianto Mukti Wibowo, et.al., Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic
Commerce, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce (Depok, Jawa Barat:
Fakultas [lmu Komputer UI, 1999), hlm 102.

3 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

!4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 2.
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1. Personal Consumer : konsumen ini membeli atau
menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri.
2. Organizational Consumer : konsumen ini membeli atau
menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

dan menjalankan organisasi tersebut.

b) Dasar perlindungan konsumen

Guidelines for consumer protection of 1985, yang dikeluarkan
oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: ‘“konsumen
dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak
dasar sosialnya”. Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak
untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur; Hak untuk
mendapatkan ganti rugi; Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar
manusia (cukup pangan dan papan); Hak untuk mendapatkan
lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga
lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB
menghimbau seluruh anggotanya memberlakukan hak-hak konsumen
tersebut dinegaranya masing-masing."

Permasalahan yang dihadapi konsumen indonesia, seperti juga
yang dialami konsumen negara-negara berkembang lainnya, tidak
hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks

dari itu yaitu menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik itu

15

Tini Hadad, Dalam Az. Nasution, Hukum Perlindun Konsumen Cet, 11, (Yogyakarta: Diadit
Media, 2001). him 8.
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pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya
perlindungan konsumen. Konsumen harus sadar akan hak-hak yang
mereka punyai sebagai seseorang konsumen schingga dapat
melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha
dan pemerintah.'®

Dengan lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan
konsumen di indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan,
bisa menjadi lebih diperhatikan.

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi
tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam
keadaan apapun, pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa
tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan
adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak
mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar
konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya
universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada
umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif
lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan
konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji

ulang."”

' Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,

2008), hlm 18.
"7 Sri Redjiki Hartono, "Perlindungan Konsumendi Ind onesia (Tinjauan Makro)", Mimbar
Hukum Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus No. 39/X/2001, hlm 147.
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Undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8§ Tahun
1999) dengan jelas mempunyai tujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemapuan dan kemandirian untuk
melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Untuk itu undang-undang perlu mengatur kepentingan
produsen/ pelaku usaha dengan konsumen, yaitu dengan mengatur
tentang hak dan kewajiban konsumen.'®

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku

usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada

¥ S Redjiki Hartono, "Perlindungan Konsumendi Ind onesia (Tinjauan Makro)", Mimbar Hukum
Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus No. 39/X/2001, Him 184.
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konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana

diatur pasal 6 UUPK.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang
diperdagangkan;

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

2) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
atau jasa yang diperdagangkan;

4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

¢) Hak Dan Kewajiban Konsumen
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan
kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan,
menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika
kondisi barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau
kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang
atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang atau

jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka
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para pihakmenyemangati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang
dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c,
dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak
berhubungan dengan pihak aparat pemerintah atau badan penyelesaian
sengketa konsumen dalam tugasnya melakukan penyelesaian
sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan
konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban
konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c,
dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya

penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.'’

2. Kewajiban pelaku usaha

Selanjutnya, sebagai  konsekuensi dari hak konsumen
yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha
dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7
UUPK:“kewajiban pelaku usaha adalah:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

® Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm 51.
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3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,
serta tidak diskriminatif;

4) menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diprodukSi dan/ atau
diperdagangkan berd asarkan ketentuan standar mutu barang dan/
atau jasa yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk meng. uji, dan/ atau
mencoba barang dan/ atau jasa tertentul serta memberi jaminan dan/
atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila
barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan
usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.
Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata. Bahwa perjanjianan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Sedangkan Ar rest HR. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi
terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan
ditempatkan di bawah iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu
pentingnya iktikad baik tersebnt: sehingga dalam perjanjian antara para pihak,

kedua belah Plhak harus mempunyai iktikad baik.*

%% Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm 52.
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Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan
beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.”'

Bersumber dari adanya iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku
usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau
melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/ atau jasa yang
diproduksi, dan lain sebagainya.

Jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi
hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan

“budaya” tagugung jawab, pada diri para pelaku usaha.

a) Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha
Pasal 8 UUPK mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan:
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang
dan/ atau jasa yang:
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan pen undang-undangan;
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau

etiket barang tersebut;

2 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,

2008), him 38.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

25

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau
keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa
tersebut;

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa
tersebut;

Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
Tidak mengikuti keentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam. label;

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau neto,
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,
nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
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10) Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.*?

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang-

undang tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi
syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai
atau dimanfaatkan oleh konsumen;

2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan
tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.”

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang
dan/ atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat
dari barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk
tersebut merupakan “’standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki
oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/ atau jasa
tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi
“pengetahuan umum", namun sedikit banyaknya masih memerlukan
penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting

bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku

?2 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), hlm 39.

> Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), him 41.
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usaha semata-mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat
dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen
tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/ atau jasa yang sebenarnya
tidak layak untuk diperdagangkan.

Selain itu, Undang-undang juga mengakui adanya jenis-jenis
transaksi perdagangan khusus, dengan cara lelang jualan barang dan/ atau
penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan/ atau jasa jasa yang
tidak berada dalam ”kondisi sempurna”. Untuk hal-hal yang demikian,
informasi menjadi lebih relevan lagi bagi konsumen. Karena itu, Undang-
undang mengenakan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memberikan
informasi yang benar, akurat, relevan, dapat dipercaya, serta maupun yang
menyesatkan konsumen.”*

Dari uraian tersebut, secara praktis konsumen memang berada
pada posisi yang “kurang diuntungkan” dibandingkan dengan posisi dari
pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam memanfaatkan barang
dan/ atau jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi
yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahkan untuk produk-produk barang dan/
atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian
maupun pemanfaatannya pun, konsumen sering tidak memiliki banyak
pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha. Untuk keperluan itulah,

Undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak

% Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), him 42.
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boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau
jasanya kepada konsumen.

Sebagai suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan
umum yang diatur dalam buku III, khususnya bab II dan bab IV Kitab
Undang-undang Hukum Perdata berbagai macam hak, kewajiban, serta
pertanggungjawaban yang di lahirkan dari perjanjian ”periklanan” tersebut
tidaklah boleh menyimpang dari peraturan perundang undangan yang
berlaku, yaitu asas kepatutan dan kesusilaan, serta ketertiban umum, dan
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu aturan hukum yang harus ditaati oleh pelaku usaha
periklanan adalah yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen. Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam
Undang-undang tersebut adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal
9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai
macam larangan dalam mempromosikan barang dan/ atau jasa tertentu, serta
ketentuan Pasal 17 yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan.

Pasal 9 melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang
dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah:

1) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan
harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

2)  Dbarang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru;
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

10)

11)

29

barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau
memiliki  sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
keuntungan tertentu, ciri ciri kerja atau aksesori tertentu;

barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan Yang
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

barang dan/ atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak men gandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/
atau jasa lain;

menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti amam tidak
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa
keterangan yang lengkap;

menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Dalam Pasal 10, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/ atau

jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan,

mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar

atau menyesatkan mengenai:

1)

2)

Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa;

Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;
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3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu
barang dan/ atau jasa;
4)  Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang di tawarkan;

5)  Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.25

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku
usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam
jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud
untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,

dipromosikan, atau diiklankan tersebut.*

3. Keseimbangan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

Purba dalam menguraikan konsep perlindungan konsumen
mengemukakan sebagai berikut:*’

”Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen
dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling
membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang
mengkonsumsinya dan produk Yang dikonsumsi secara aman dan
memuaskan, pada giliran akan merupakan promosi gratis bagi

pengusaha”.

Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), him 43-44.

?® Lihat UUPK Pasal 9.

" Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), him 46.
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Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (pelaku
usaha) dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan
kesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling
menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi
antara satu dengan yang lain. Produsen sangat mebutuhkan dan sangat
bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan
konsumen tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.
Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat tergantung pada hasil
produksi produsen (pelaku usaha).”®

Hubungan antar produsen dan konsumen yang bersifat massal
tersebut hubungan antar pihak secara individual, personal dapat menciptakan
hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang spesifik
ini sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara
lain:

a. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu.
b. Penawaran dan syarat perjanjian.
c. Fasilitas yang ada, sebelum dan norma jual dsb.

d. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.*’

Keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, pada dasarnya akan sangat

mempengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian yang juga sangat

*® Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), him 48.

2 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), 48.
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bervariasi. Meskipun demikian didalam praktik hubungan hukum yang terjadi
bahkan makin melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak pada
produsen/ distributor sudah menyiapkan satu kondisi , perjanjian dengan
adanya perjanjian baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditemukan pula
oleh produsen atau jaringan distribusinya.*

Bertolak dari keadaan yang demikian, maka perlindungan hukum
terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum
saja, melainkan oleh suatu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan
perlindungan yang simultan dan komprehensif sehingga terjadi persaingan
yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan

konsumen.”!

4. Pengertian Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum, Tanggung jawab Produk adalah suatu konsepsi
hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Apakah yang dimaksud dengan cacat produk? Di Indonesia, cacat
produk atau produk yang cacat di definisikan sebagai berikut:

"Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan
pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam
proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam
peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat
keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam
penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.”*

30 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm 49.

31 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), hlm 49.

32 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2001),
hlm 248.
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Batasan ini dapat dilihat bahwa pihak yang bertanggung jawab
adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Perkembangan ini dipicu oleh
tujuan yang ingin dicapai doktrin ini yaitu:

a. Menekankan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk
cacat tersebut;

b. Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk
cacat yang tidak dapat di hindari.

Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan
pembuatannya) karena:

a. Cacat produk atau manufaktur;
b. Cacat Desain;

c. Cacat Peringatan atau cacat industri.*®

Cacat produk atau manufaktur adalah keadaan produk yang
umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen. Atau dapat pula cacat
itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan
tubuh atau jiwa konsumen. Cacat seperti tersebut diatas termasuk cacat
desain, sebab kalau desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya,
tidaklah kejadian memgikan konsumen tersebut dapat terjadi.*

Cacat peringatan atau instruksi adalah cacat produk karena tidak

dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan

3 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), hlm 50.

3 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), him 50.
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tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu
sebagaimana yang di utarakan diatas, termasuk produk cacat yang tanggung
jawabnya secara tegas dibebankan pada produsen dari produk tersebut. Tetapi
disamping produsen, dengan syarat-syarat tertentu, beban tanggung jawab itu
dapat pula diletakkan di atas pundak pelaku usaha lainnya, seperi importir
produk, distributor atau pedagang pengecernya.

Jadi, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab
pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak
pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau
barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan
hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk
itu sendiri.”®

Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium caveat emptor
(konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan, dan kini berlaku caveat
venditor (pelaku usaha bertanggung jawab). Istilah Product Liability
(Tanggung Jawab Produk) baru dikenal sekitar 60 tahun yang lalu dalam
dunia perasuransian di Amerika Serikat, sehubungan dengan dimulainya
produksi bahan makanan secara besar-besaran. Baik kalangan produsen
(Prducer and manufacture) maupun penjual (seller, distributor)
mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya resiko
akibat produk-produk yang cacat atau menimbulkan kerugian terhadap

konsumen.

35 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), hlm 50-51.
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Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata
dapat dilihat, dipegang (Tangible goods), baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab
produsen (Product Liability) produk bukan hanya berupa tangible goods tapi
juga termasuk yang bersifat intangible seperti listrik, produk alami (mis.
Makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (mis. Peta
penerbangan yang diproduksi secara masal), atau perlengkapan tetap pada
rumah real estate (mis. Rumah).”® Selanjutnya, termasuk dalam pengertian
produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara
keseluruhan, tapi juga termasuk komponen suku cadang.”’

Dengan demikian, yang dimaksud dengan product Liability adalah
suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang
menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau
badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk
(processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau
mendistribusikan produk tersebut. Bahkan dilihat dari konvensi tentang
product Liability di atas, berlakunya konvensi tersebut diperluas terhadap
orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau
penyebaran dari produk termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan.

Demikian juga dengan para agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas.

*® Saefullah, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat hukum yang Ditimbulkan dari Produk
Pada Era Pasar Bebas”. Di dalam Hsuni Syawali, Ed, Hukum Perlindungan Konsumen
(Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm 44.

37 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press,
2008), hlm 51.
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Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat
sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain
(konsumen), baik kerugian badaniah, kematian maupun harta benda.

Prinsip-prinsip tanggung jawab produk terus berkembang, dengan
berkembangnya pemikiran dan kebutuhan mencari prinsip tanggung jawab
produk yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.
selanjutnya penulis akan menguraikan perkembangan prinsip tanggung jawab
produk.

Jika berbicara soal pertanggungiawaban hukum, mau tidak mau kita
harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh
suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen pelaku usaha) dari
penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/
atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Seperti telah disinggung sebelumnya, Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas
tentang definisi dari jenis barang yang dapat secara hukum dapat
dipertanggung  jawabkan, dan  sampai  seberapa  jauh  suatu
pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha
tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Hal ini erat kaitannya
dengan konsep Product Liability yang banyak dianut oleh negara-negara

maju.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dalam UUPK
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Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam satu
bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh
pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:

a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku
usaha;

b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;

c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa

dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk
memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban Pelaku usaha,
secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam:

a. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggung jawaban pelaku

usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam pasal 19,

pasal 20, dan pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha
pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti
rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat
dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
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kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah
diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk
bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang
ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21 ayat (1) membebankan pertanggungjawaban kepada
importir barang sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimpor,
apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau
perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan
importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing,
jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau
perwakilan penyedi jasa asing.

. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku
usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:
“ Pelaku usaha yang menjual barang dan/ atau jasa kepada pelaku
usaha lain bertanggung jawab atas runtutan ganti rugi dan/ atau
gugatan konsumen apabila:
1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan
perubahan apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut;
2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak

mengetahui adanya perubahan barang dan/ atau jasa yang
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dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh,

mutu, dan komposisi.”

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) Pasal yang menggambarkan

sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen

di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 28 Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen

sebagai berikut:

)

2)

3)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi
atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atas diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/
atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang
berlaku.

pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu

7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
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4)  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkah pembuktian leblh lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.

5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan
bahwa  kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Ketentuan Pasal 19 kemudian dikembangkan pada Pasal 23
yang menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/ atau memberi
tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen atau Mengajukan gugatan ke badan peradilan di

tempat kedudukan konsumen”.

Rumusan Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen nampaknya muncul berdasarkan dan
kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 Undang-undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip
praduga lalai/ bersalah (presumption of negligence). Prinsip ini
berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan
kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, berarti

produsen telah melakukan kesalahan. Sebagaimana konsekuensi dari
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prinsip ini, maka undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menerapkan batas waktu pembayaran ganti
kerugian 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Dilihat konteks Pasal 23,
maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani
proses pembuktian. Tetapi hanya memberikan kesempatan kepada
produsen untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk

penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pemikiran bahwa Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menganut prinsip praduga
bersalah paling tidak didasarkan pada perbedaan rumusannya dengan
Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: pertama, Pasal 1365 KUH Perdata
secara tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan atau
karena kelalaian seseorang, sedangkan Pasal 19 ayat (1) tidak
mencantumkan kata kesalahan. Dalam hal ini, Pasal 19 Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
menegaskan bahwa tanggung jawab produsen atau pelaku usaha)
muncul apabila untuk mengalami kerugian akibat mengkonsuinsi
produk yang diperdagangkan. Kedua, Pasal 1365 KUHPerdata tidak
mengatu jangka waktu pembayaran, sedangkan Pasal 19 Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menetapkan jangka waktu pembayaran, yaitu 7 hari.

Pemikiran kedua yang terkandung. dalam Pasal 23 Undang-

undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah
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produsen tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang
telah ditentukan. Sikap produsen ini membuka peluang bagi
konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau
penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.

Ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
adalah rumusan Pasal 28 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut "Pembuktian
terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. “Rumusan Pasal
inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pernbuktian terbalik.
Penulis berpendapat, bahwa rumusan Pasal 23 memperlihatkan bahwa
prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam Undang Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga

untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of liability principle).

Prinsip ini merupakan salah Satu modifikasi dari prinsip
tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian
terbalik. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa secara
keseluruhan, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menganut prinsip
tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu

pertania prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/ lalai
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atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu
dibuktikan kesalahannya (presumption of negligence) dan kedua
adalah prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban

pembuktian terbalik (presumption of liability principle).

Jelas, bahwa kontruksi hukum yang demikian menggambarkan
adanya kemajuan dari sistem tanggung jawab sebelumnya, namun
belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak
sebagaimana yang secara tegas-tegas dirumuskan dalam beberapa
hukum positif dinegara lain. Hal ini tergambar pula dalam pendapat
akhir ketika memberikan persetujuan terhadap Rancangan tentang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Dalam undang-undang
ini, dimasukkan pasal yang memungkinkan adanya pembuktian
terbalik baik dalam hal pidana maupun perdata. Hal ini merupakan

suatu terobosan baru didunia hukum negara kita diera reformasi”.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih
dalam tingkat modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab
berdasarkan kesalahan, suatu langkah di belakang prinsip tanggung

jawab mutlak.

Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Islam

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-
ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan

dalam banyak Hadits Nabi. Prinsip tanggung jawab individu ini
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disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber

Islam.

a.

Setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di Hari Kiamat kelak,
dan bahkan ini pun akan dialami oleh para nabi dan keluarga-
keluarga yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada satu
cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-
perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah
dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal salih).
Sama sekali tidak ada konsep Dosa Warisan, (dan karena itu)
tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-
kesalahan orang lain, dan tidak pembaptisan dan juga tidak ada
bangsa pilihan (Tuhan).

Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah.
Tidak ada perantara sama sekali. Nabi SAW sendiri hanyalah
seorang utusan (Rasul) atau kendaraan untuk melewatkan
petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat
manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari
Allah.Tidak ada seorang pun memiliki otoritas sekecil apa pun
untuk memberikan keputusannya atas nama-Nya. Justru
bertentangan dengan semangat ajaran Islam bila (orang)
mengemukakan “pengakuan dosa” kepada seseorang penjabat

agama.
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d. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi
dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) untuk
kepentingannya sendiri. Dia harus menggunakan hak ini, karena
ia merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya
kepada Allah. Belajar adalah proses rasional, dan ia tidak dapat
diperoleh melalui praktek- praktek spiritual atau meditasi.
Mengajarkan agama adalah prosedur ilmiah yang tidak berisi
harapan agar dia (si pengajar) mendapatkan hak istimewa atau
kekuasaan terhadap orang yang diajarnya.

e. Islam telah sempurna dengan berakhirnya wahyu yang
disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat
wafatnya. Tidak ada seorang pun dibenarkan menambah,
mengurangi atau mengubahnya, walau hanya satu pernyataan
saja. Setiap pemahaman deduktif dari, penafsiran atau penerapan
suatu teks Al-Qur’an atau Sunnah hanyalah sekedar pemahaman
perorangan yang boleh jadi berbeda-beda, dan tidak ada seorang
pun diantara mereka berhak memaksakan berlakunya

pemahamannya itu kepada orang lain.

Tanggung jawab Muslim yang sempurna ini tentu saja
didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari
kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan

yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu
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merupakan kembaran dari tanggung jawab, maka bila yang disebut
belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang

disebut pertama pun mesti mendapatkan tekanan lebih besar.

Macam-Macam Tanggung Jawab Dalam Islam

a. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan kewajiban
yang mendasari pada diri sendiri. Manusia dalam hidup ini sangat
membutuhkan orang lain, dapat kita contohkan dari kebutuhan

pangan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al An’am ayat 142

36 80 ) ol gt a5 g 0 25855 G 1L s Uk o o
(v¢) Cnsh

Artinya : “Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan
untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah
dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan
itu musuh yang nyata bagimu.”

b. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga
Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seorang
manusia, dengan adanya ia manusia dapat hidup tentram terarah.

Keluarga adalah bagian hidup manusia yang juga perlu
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dipertanggung jawabkan. Allah swt berfirman dalam surat At-

Tahrim ayat 6.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.”

Makna dalil diatas, seseorang manusia harus mampu menjaga
keluarganya dari ancaman api neraka. Dengan begitu sungguh besar

tanggung jawab dari anggota keluarga itu.

c. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Kehidupan seorang manusia akan terasa hampa jika tidak ada orang
lain yang dapat membantu, menolong dan menghibur. Antara individu
dengna individu lain hendaknya terjalin komunikasi dan hubungan

kebutuhan.

Situasi dan kondisi seorang anggota msyarakat sangat terkait
dengan keadaan masyarkat tersebut. Tingkah laku dan perbuatan yang

membentuk jiwa para generasi muda dalam lingkungan masyarkat menjadi
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baik dan buruk adalah terletak pada tanggung jawab dari individu

masyarakat itu sendiri, firman Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 104.

2
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Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang
beruntung.”

d. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pada hakikatnya suatu lingkungan yang aman, tentram dan damai
didukung oleh keadaan masyarakat dan jiwa individu yang ada dalam
masyarakat tersebut. Setiap individu harus sadar bahwa lingkungan sekitar
harus tetap dijaga kestabilannya. Dengan demikian memelihara lingkungan
sekitarnya menunjukkan adanya rasa tanggung jawab seseorang pada

lingkungannya..

Dalam hal ini pengertian lingkungan bukan hanya masyarakatnya
saja tetepi semua unsur-unsur yang mencakup didalam lingkungan itu.
Dan Allah telah memelihara dan merawat lingkungan dan alam ini, namun
manusialah yang membuat itu semua rusak. Hal ini dalam dicantumkan al

Quran surat Ar Ruum ayat 14
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Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

e. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan
makhluk ciptaan tuhan lainnya, dimana didudukkan manusia di muka
bumi adalah sebagai khalipah. Firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat

30.

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
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Makna dalil diatas menunjukkan bahwa keberadaan manusia
diangkat Allah sebagai khalifah diatas makhluk lainnya. walaupun
demikian manusia tidak lepas dari tanggung jawabnya kepada tuhan atas
perbuatannya, sebab kebesaran dak kekuasaan manusia masih dalam

kekuasaan Allah.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja
yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat
penting untuk menentukan langkah langkah kerja guna tercapainya tujuan
penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidik dengan
menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu
kebenaran yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang
nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.”® Supaya diperoleh hasil
maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema
pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang

digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

** Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2004),hlm 4.
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A. Jenis penelitian

Topik masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah seputar objek
hukum, yaitu untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Car Wash
TerhadapBarang Milik Konsumen (Studi Di Car Wash Malang).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-
empiris yang bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum. Hukum
yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam
masyarakat, artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial
masyarakat dan perilaku manusia yang kaitannya dengan lembaga hukum
tersebut.’’ Pada penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (field
research)™ yaitu penelitian yang data maupun informasi didapat dari terjun ke
lapangan penelitian dan dianalisa dengan teliti. Jenis penelitian ini lebih
menekankan pada terjun langsung kelapangan dengan melihat, memantau daerah
sekitar tempat penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih akurat. Sehingga
dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mengungkapkan kepuasan

konsumen terhadap pelayanan jasa car wash di car wash kota malang.

B. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.*!

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

39

Mukti faja ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), him 44.

0 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him 20.

4l Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

2002), hlm 23.
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fenomenologis, Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara mengadakan
penelitian secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat penerapan hukum
atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang
nomor 8§ tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan begitu juga konsep
tanggung jawab pelaku usaha.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan fenomenologis dan penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologis
sendiri adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari
secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang
dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau
masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mempelajari suatu kasus yang terjadi
berkaitan dengan konsep tanggung jawab pelaku usaha dan/atau perlindungan

konsumen.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu
data adalah di Car Wash Amanah dan Car Wash Magnum yang beralamat di JI.
Saxovon Tunggul wulung Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian di tempat
usaha Car Wash ini karena lokasi tersebut merupakan unsur penting dalam

terlaksananya penelitian ini.

. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang

terdiri dari data primer dan data sekunder.
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Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung melalui
wawancara dengan informan.*> Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian
secara langsung melalui wawancara kepada beberapa narasumber pelaku usaha
dan konsumen.

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis,
diantaranya buku, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-
lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan undang-undang

nomor 8 tahun 1999.

E. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan

metode atau teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang

objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan

data dalam penelitian ini ada satu langkah, yaitu:

N

Wawancara/Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, namun dalam hal ini
yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-
pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai
kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara

atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau

42

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), him 12.
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responden.*’ Penulis mewawancarai beberapa orang diantaranya pemilik usaha,
konsumen, pekerja, masyarakat sekitar tempat usaha
Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode indept
interview atau yang biasa disebut dengan penelitian secara mendalam, dengan
menggali terus informasi sehingga mendapatkan info atau hasil yang lebih
mendalam dari wawancara dengan keenam orang. Wawancara dilakukan
kepada beberapa narasumber, di antaranya:
a) Pihak pemilik dan tanggung jawab car wash Amanah Bapak
Wawan.
b) Konsumen Dari car wash Amanah Saudara mas Fahmi.
¢) Konsumen Dari car wash Amanah Saudari mbak Desi.
d) Pihak pemilik dan tanggung jawab car wash Magnum Saudara
mas Putra.
e) Konsumen Dari car wash Magnum Saudara mas Supri.

f) Pihak Konsumen Dari car wash Saudari ibu Hesti.

2. Dokumentasi
Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian
dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku,
majalah, dokumen, dan sebagainya.** Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan

dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang

3 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), 95.
* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Reneka
Cipta: 2006), hlm 145.
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dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri, serta undang-undang

yang berlaku dan mengatur tentang jaminan kepuasan konsumen.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya
prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang
digunakan.Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka
tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif
atau non statistik atau analisis isi (content analysis).* Adapun proses analisis data
yang peneliti gunakan adalah edit atau editing, klasifikasi (classifying), verifikasi

(verifying) dan analisis (analyzing). Yaitu sebagai berikut:

1. Editing atau Pemeriksaan Kembali, yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok
dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.
Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan
data yang diperoleh.

2. Classifying atau Pengumpulan Data, yaitu setelah ada data dari sumber,
kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang
diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang
diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifying atau Konfirmasi, adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan

peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini,

45Comy R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif — Jenis, Karakter, dan Keunggulannya (Jakarta:
Grasindo, 2010), him 9.
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peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap
kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analyzing atau Analisa Data, adalah suatu proses untuk mengatur aturan data,
mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar.
Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi.*®

5. Concluding atau Penarikan Kesimpulan, adalah penarikan kesimpulan dari
permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian
tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini,
peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam
bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif

sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
(Malang: UIN Press, 2012), hlm 48.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di car wash
malang.
1. Car Wash Amanah
Penyewaan jasa di car wash Amanah merupakan salah satu fasilitas
cuci mobil. Bentuk sewa menyewa jasa tersebut merupakan akad sewa
terhadap manfaat suatu barang agar mendapatkan kebersihan dan keindahan
dari kendaraan tersebut. Begitu juga dengan Tarif mobil dan montor yang

berbeda. Berikut ungkapan pemilik car wash amanah.
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Saat melakukan penelitian di war wash amanah, untuk mengetahui
bagaimana tanggung jawab Pemilik car wash Terhadap Barang Milik
Konsumen Yang Hilang perlulah dilakukannya pengawasan sehingga dapat
diketahui bahwa car wash tersebut adalah Bertanggung jawab dalam bekerja.
Saya wawancara dengan Bapak wawan (Selaku pemilik dan tanggung jawab

car wash amanah) beliau menjelaskan :

“Jasa pelayanan kami adalah sesuai prosedur, biasanya
membutuhkan waktu 10 — 15 menit dalam waktu pencuciannya
tergantung seberapa kotor dan seberapa rumit body kendaraan.
Mengenai tarif, antara mobil dann motor juga berbeda. Untuk
mobil kami patok harga 30.000, untuk motor kita memberi harga
10.000. Harga tersebut sudah sepantasnya, mengingat body
mobil lebih besar dari motor, sehingga tarif pun ikut
menyesuaikan.”*’

Dari keterangan bapak wawan selaku pemilik usaha bahwa
usahanya sudah memilik standar prosedur penyuciannya. Dalam waktu yang
sesingkat itu biasanya tergantung dari kedaan kendaraan yang dicuci sehingga
waktu dari lamanya penyucian tidak bisa dipastikan untuk setiap kendaraan
yang akan dicuci. Mengenai tarif untuk satu kali cuci itu sudah standar tarif
mobil memang lebih besar volumenya dibandungkan dari volume badan
motor.

Bentuk akad sewa dari pemilik usaha juga harus jelas, karena akad
adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan yang lain.

Dan sewa menyewa juga merupakan perjanjian dimana pihak tersebut

mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada pihak lainnya agar bisa

4 Wawan, wawancara car wash amanah (malang, 14 maret 2018).

59

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



60

menikmati suatu kenyamanan dan keindahan dengan pembayaran yang sudah
disetujui sebelumnya. **. Bentuk akad yang dipakai dalam praktik lapangan,
Akad sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak car
wash amanah yang hanya berbentuk lisan tanpa ada perjanjian hitam diatas
putih.

Subyek perjanjian sewa menyewa merupakan para pihak yang
terlibat dalam perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang disewakan. Penyewa
dan pihak yang disewakan ini merupakan orang pribadi. Badan hukum yang
diwakili oleh orang yang berwenang, seseorang atas keadaan tertentu,
menggunakan kedudukan atau hal lain tertentu, dan person yang dapat
diganti.*’

Pada car wash amanah, mempunyai subyek sewa menyewa yaitu
dengan Konsumen melakukan perjanjian sewa jasa kepada perusahaan car
wash amanah.”

Bentuk perjanjian yang dilakukan perusahaan sangatlah penting
bagi konsumennya, mengingat bahwa perjanjian sendiri mempunyai arti
perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih dan mengikat dirinya kepada
seseorang atau lebih.”’

Didalam melakukan penelitian di car wash amanah, untuk

mengetahui bagaimana Perjanjian Pemilik car wash Terhadap Konsumen

*® KUH Perdata dalam pasal 1548.

* M. Yahya Harahap, Segi Ssegi Hukum Peerjanjian.Bandung. Alumni.Hal 15-16.
3 Wawan, Pemilik Usaha dan tanggung jawab, wawancara 16 Maret 2018.

! KUHP dalam Pasal 1313,
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hanya perjanjian lisan. Saya wawancara dengan bapak wawan (Selaku Pemilik

dan tanggung jawab car wash amanah Malang) beliau menjelaskan :

“Perjanjian disini tidak prosedural, perjanjiannya hanya bersifat
secara lisan seperti biasanya. Kemudian, bilamana ada
konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak pelayan car wash
mengenai cucian yang kurang bersih, dari pihak karyawan

bersedia mengelola mencucinya lagi.”*

Dari penjelasan bapak wawan mengenai perjanjian jika ada proses

penyucian kendaraan yang belum maksimal maka akan dicuci kembali

kendaraan tersebut.

Didalam melakukan penelitian di Car Wash amanah Malang, untuk

mengetahui Tanggung jawab, Tanggung Jawab disini memiliki artian

kewajiban menanggung segala sesuatunya dan bila terjadi apa apa boleh di

tuntut, di persalahkan dan diperkarakan.”® Saya wawancara dengan bapak

wawan (Selaku pemilik dan tanggung jawab car wash amanah) beliau

menjelaskan :

“Perihal tanggung jawab pemilik car wash amanah terhadap
barang-barang konsumen yang hilang, jika datangnya dari
kesalahan perusahaan car wash amanah maka pemilik akan
bertanggung jawab penuh terhadap barang konsumen tersebut.
Dengan mengganti barang sesuai barang yang hilang. Jika dari
pihak karyawan adalah pelakunya maka pemilik car wash
amanah akan langsung memecat karyawan tersebut. Guna tidak
terulang kembali di hari berikutnya.”*

°> Wawan, Wawancara car wash amanah, (malang) 16 maret 2018.

53 KBBI

% Wawan, wawancara car wash Amanah, (malang) 16 maret 2018.
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Penjelasan dari pemilik dan tanggung jawab car wash amanah
disini untuk masalah pertanggung jawaban sudah sangat bertanggung jawab

dengan menganti barang yang hilang dengan barang yang sesuai.

Setelah melakukan wawancara bersama pemilik dan tanggung
jawab car wash amanah saya pun melakukan wawancara bersama konsumen.

Dari saudara mas Fahmi.

Didalam melakukan penelitian dari konsumen saudara fahmi di car

wash amanah, beliau menjelaskan :

“dari pengalaman dan yang pernah dilakukan dalam saat
pencucian kendaraan mendapatkan nilai negatif. waktu dulu
pertama kali mencuci ditempat car wash amanah sini mas.
sehingga waktu itu pernah menegur ke pihak pelaku usaha car
wash amanah. Sehingga mendapatkan ganti rugi dari pencucian
ulang dengan gratis. Sehingga saya suka nyuci kendaraan saya
ditempat car wash amanah sini karena bertanggung jawab
dengan sebaik baiknya mas sesuai permintaan saya. dari Seperti
itulah hasil yang saya dapat dari konsumen saudara fahmi. >

Dari perkataan mas fahmi lebih menjelaskan bahwa tempat car
wash amanah bertanggung jawab penuh terhadap konsumen. jika ada seorang
konsumen yang dirugikan dari suatu tempat cuci kendaraan. Maka disinilah
pelaku usaha akan bertanggung jawab bila ada keluhuan dari konsumen maka
yang dilakukan dari pihak car wash menggantikan kerugian sehingga saudara

mas fahmi suka dengan apa yang dilakukan mencuci kendaraan ditempat ini.

>° Fahmi, wawancara dari konsumen car wash amanah, (malang) 16 maret 2018.
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Setelah melakukan penelitian ke konsumen saudara fahmi di car

wash amanah, Sekarang dari sudari mbak desi beliau mengatakan :

“dari pengalaman yang dilakukan dalam mencuci kendaraan saat
ini dan hari kemarin-kemarin saya meninilai positif. karena saya
sudah 6x mencuci kendaraan saya ditempat sini. Dari pelayanan
karyawan nya Baik, tempatnya strategis, pekerjaan karyawan
mencuci bersih, sedangkan masalah kehilangan barang saya
belum pernah mengalami mas. >

Dari perkataan saudari mbak desi lebih menjelaskan bahwa
pengalaman yang mereka dapat adalah bernilai baik. Sehingga mbak desi

berlangganan mencuci kendaraan ditempat car wash amanah ini.

dari penjelasannya yang menilai bahwa dalam segi pelayanannya
sudah bisa dibilang bagus dan untuk bentuk pertanggung jawaban yang
dilakukan oleh pemilik usaha, mungkin sisi negatif dari car wash amanah

disini kurang bersihnya dalam membersihkan kendaraan.

2. Car Wash Magnum

Sama seperti hal nya car wash yang lain, akad penyewaan jasa di
sini hanya semacam lisan. Dan sewa menyewanya termasuk suatu akad
penyewaan jasa dalam bidang layanan yang bertujuan agar konsumen

mendapat kepuasan.

*® Desi, wawancara dari konsumen car wash amanah, (malang) 16 maret 2018.
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Setelah melakukan penelitian di car wash Magnum, untuk
mengetahui Akad yang digunakan dalam usaha ini, Saya wawancara dengan
Saudara mas putra (Selaku pemilik dan tanggung jawab car wash Magnum

beliau menjelaskan :

“Sewa jasa disini hanya berupa lisan, kemudian karyawan akan
mulai membersihkan motor atau mobil baik interior maupun
eksterior, untuk membersihkan interior, barang barang yang berada
di dalam mobil kita keluarkan terlebih dahulu, dan menampungnya
didalam suatu wadah. Mengenai biaya penyewaan jasa kita juga
bermacam macam, untuk mobil kita kenakan tarif 35.000 - 40.000,
ya memang agak sedikit beda dengan harga di Car Wash lain,
mengingat jasa pelayanan kami yang unggul dan tidak pernah sepi
sehingga banyak konsumen yang merasa di untungkan dengan
produk dan layanannya. Sehingga untuk mengeluarkan uang
35.000 - 40.000, konsumen tidak merasa keberatan. Dan untuk tarif
pencucian motor, kita patok harga yang sama yaitu 10.000. Dalam
bekerja, biasanya kita membutuhkan waktu sekitar 15 - 20 menit,
dengan waktu tersebut kita jamin hasilnya akan lebih maksimal.”’

Penjelasan dari pemilik car wash Magnum disini dalam perjanjian
sewa jasa dalam bentuk lisan. Dengan menaruh barang-barang konsumen dalam
satu wadah menunjukan kerapihan dalam menjaga barang-barang kosumen dalam
kondisi aman. Beda halnya dengan tarif dikebanyakan car wash lain di car wash
Magnum agak sedikit lebih mahal dikarenakan kinerja dalam menyuci kendaraan
lebih unggul dari car wash yang lain. Jika semakin lama kendaraan dicuci maka

semakin maksimal pula hasil yang didapat.

Bentuk akad sewa di Car Wash ini juga jelas, karena akad adalah
suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan yang lain. Dan sewa

menyewa juga merupakan perjanjian dimana pihak tersebut mengikatkan

*” Putra, wawancara car wash Magnum, (malang) 16 maret 2018.
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dirinya untuk memberikan hak kepada pihak lainnya agar bisa menikmati
suatu kenyamanan dan keindahan kendaraan dengan pembayaran yang sudah
disetujui sebelumnya. >* Bentuk akad sewa di perusahaan ini meliputi ;

a. Akad sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh pemilik usaha
kepada para karyawan car wash magnum, bukan hanya berbentuk
lisan tapi diperkuat dengan adanya perjanjian hitam diatas putih

b. Akad sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada
pihak car wash magnum yang hanya berbentuk lisan tanpa ada
perjanjian hitam diatas putih
Subyek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa

adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan
adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau jasa kepada
pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum
yang menyewa barang atau jasa dari pihak penyewa.

Obyek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau jasa
dengan syarat barang atau jasa tersebut halal dan tidak bertentangan dengan
undang undang ketertiban dan kesusilaan.

Dalam penelitian di car wash magnum, untuk mengetahui Subjek
penyewa yang digunakan dalam usaha ini, Saya wawancara dengan mas Putra

(Selaku pemilik dan tanggung jawab car wash magnum) beliau menjelaskan :

“Usaha ini melakukan perjanjian sewa jasa dengan karyawan
car wash Magnum dan kemudian, Konsumen melakukan
perjanjian sewa jasa kepada perusahaan car wash Magnum

*® KUH Perdata dalam pasal 1548
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sehingga perjanjian dalam usaha kami terdapat 2 subjek
penyewa.”

Penjelasan mengenai perjanjian sewa jasa di car wash Magnum
memiliki dua subjek perjanjian penyewaan, yaitu perjanjian antara konsumen

dengan pemilik dan antara konsumen dengan karyawan.

Perjanjian yang dilakukan oleh car wash magnum kepada konsumen
harus jelas, terlebih perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian
konsensual, dimana perjanjian yang sah mengikat pada detik tercapainya
kesepakatan mengenai unsur unsur pokoknya, namun oleh undang undang
juga diadakan perbedaan {dalam akibat akibatnya} antara sewa tertulis dan
sewa lisan, %

Dalam melakukan penelitian di car wash magnum, untuk
mengetahui Perjanjian Akad yang digunakan dalam usaha ini, Saya
wawancara dengan Saudara mas Putra (Selaku pemilik dan tanggung jawab

car wash magnum) beliau menjelaskan :

“Perjanjian antara konsumen dengan pengelola disini hanya
bersifat lisan, konsumen mempercayai kami dengan
menggunakan layanan kami, berarti perjanjian sudah
dilakukan.”®'

Argument dari mas putra disini hanya dengan perjanjian bersifat

lisan lah suda cukup dalam menggunakan layanan penyucican kendaraan

di car wash Magnum.

>° Putra, wawancara car wash Magnum, (malang) 16 maret 2018.
0 KUHP Perdata pasal 1570
5! Putra, wawancara car wash Magnum, (malang) 16 Maret 2018.
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Dalam melakukan penelitian di car wash Magnum Malang, untuk
mengetahui Tanggung jawab yang dapat diartikan kewajiban untuk
melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan agar tidak
menyimpang dari peraturan yang telah ada. Saya wawancara dengan mas
putra (Selaku Pemilik dan Tanggung jawab car wash Magnum) beliau
menjelaskan :

“Untuk barang yang tertinggal setelah proses pencucian, dari
pihak car wash Magnum akan menghubungi konsumen yang
mempunyai  kepemilikan  atas  barang tersebut, dan
mengembalikannya dengan utuh, sehingga konsumen tidak
merasa dirugikan oleh perusahaan ini. Dan jika barang yang
dimaksud berbulan-bulan tidak di ambil oleh konsumen, maka
barang tersebut akan dikonsumsi pribadi oleh perusahaan, atau
perusahaan akan mendonasikan ke panti asuhan. Dan untuk
barang yang hilang, pihak car wash akan menelusuri, sehingga
kepada karyawan yang berbuat curang akan dikenakan sanksi
berupa pemecatan dan penggantian barang sesuai barang yang

telah diambil.”®?

Dari penjelasan sebelumnya yang menyimpan barang milik
konsumen ditempat yang khusus, jika para karyawan lupa dalam menaruh
kembali lagi barang-barang kosumen maka konsumen akan dihubungi oleh
pihak car wash dan apabila sudah 1 bulan barang tersebut tidak diambil maka
akan disumbangkan kepada panti asuhan. Dan untuk barang yang hilang

pemilik akan menelusuri lebih lanjut kepada karyawan, dan apabila terbukti

®? Putra, wawancara car wash Magnum, (malang) 16 maret 2018.
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karyawanlah pelakunya maka karyawan tersebut akan dikenakan sanksi

mengganti barang tersebut dan pemecatan.

Setelah melakukan wawancara bersama pemilik dan tanggung
jawab car wash Magnum saya pun melakukan wawancara bersama konsumen

saudara mas supri, Beliau mengatakan :

“Dari pengalaman saat mencuci kendaraan di car wash Magnum
ini puas mas dan saya menilai positif baik secara pekerjanya
pencuciannya bersih, pelayanannya bagus sehinga membuat
saya suka mencuci kendaraan saya di tempat sini, sedangkan
dari sisi tempatnya strategis dan nyaman. Serta mendapatkan
kupon saat cucian kendaraan disini jika lebih dari 10 akan
mendapatkan cucian kendaraan gratis. P

Dari penjelasan mas supri kepada car wash magnum menjelaskan
bahwa tempat mencuci kendaraan di sini bagus dan menarik sehingga
konsumen suka tertarik dengan adanya kupon gratis mencuci kendaraan jika
lebih dari 10 mencuci kendaraan di tempat car wash magnum. didalam
melakukan pekerjaan mencuci kendaraan disini memuaskan tidak ada

problem lain yang tidak di inginkan oleh konsumen.

Hasil dari mewawancarai saudara mas supri saya juga

mewawancarai saudari ibu Hesti. Beliau mengatakan :

“Dari pengalaman yang saya lakukan saya pernah mendapatkan
nilai negatif dan pernah dirugikan saat cuci kendaraan di Car
wash magnum ini mas. Dan Pernah kehilangan jam tangan dan
uang sebesar 50.000 saat nyuci mobil disini mas. Dan saat saya
tanya ke karyawan car wash magnum tidak tau apa-apa
mengenai barang yang hilang saat cuci mobil disini. Sehingga
saya komplain langsung ke pemilik tanggung jawab car wash

* Supri, Wawancara dari konsumen car wash magnum, (malang) 16 maret 2018.
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magnum. sehingga saya mendapatkan tanggung jawab ganti rugi
sesuai dengan barang yang hilang di dalam mobill saat nyuci
mobil disini. Sehingga saya suka dan tertarik dengan car wash
magnglm mengenai pertanggung jawaban terhadap konsumennya
mas.

Dari penjelasan dan kenyataan yang pernah dirasakan oleh ibu hesti
pernah mendapatkan kerugian yaitu kehilangan barang yang ada di dalam
mobil waktu saat mencuci mobil disini. Sehingga ibu hesti menghubungi
langsung ke pemilik dan tanggung jawab di car wash magnum. agar
medapatkan ganti rugi sesuai barang yang yang hilang saat mencuci di tempat

car wash 1ni.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab yang
dilakukan di car wash Malang adalah secara lisan dan kekeluargaan. Apabila
terjadi kelalaian yang diakibatkan dari konsumen maka konsumen yang
bertanggung jawab,dan apabila kelalaian terjadi pada pihak karyawan ataupun
manager car wash maka pihak car wash bertanggung jawab penuh terhadap
kelalaian tersebut. Tanggung jawab yang dilakukan yaitu : menghubungi
konsumen yang mempunyai kepemilikan atas barang tersebut, dan
mengembalikannya dengan utuh, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan
oleh perusahaan ini. Dan jika barang yang dimaksud berbulan-bulan tidak di
ambil oleh konsumen, maka barang tersebut akan dikonsumsi pribadi oleh
perusahaan, atau perusahaan akan mendonasikan ke panti asuhan. Dan untuk

barang yang hilang, pihak car wash akan menelusuri, sehingga kepada

** Hesti, wawancara dari konsumen car wash magnum, (malang 16 maret 2018)
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karyawan yang berbuat curang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan

karyawan dan penggantian barang sesuai barang yang telah diambil.

Tabel 1.2. masalah car wash dengan konsumen

Dari pejelasan diatas bisa dirangkum dalam tabel berikut :

NO. | Car wash Kerugian konsumen | Tanggung jawab pemilik
1 Amanah Hilangnya  barang | 1. Memeriksa seluruh
motor dalam kendaraan | pelayanan yang mencuci
konsumen. kendaraan.
2. Memberikan sanksi atas
perbuatannya atau dipecat.
Pencucian 1. Membersihkan  garansi
kendaraan yang | kebersihan atas kendaraan
kurang bersih atau | konsumen.
kurang 2. Memberikan teguran
memuasakan. kepada pelayan yang mencuci
kendaraan.
2. Magnum Hilangnya  barang | 1. memberitahukan kepada
dalam konsumen konsumen bahwa barangnya
ditaruh ditempat lain karena
lupa.
2. menegur pelayanan yang
lupa menaruh barang yang
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bukan pada tempatnya lagi.

Pencucian 1. Bertanggung jawab penuh
kendaraan yang | atas ketidak nyamanan atas
kurang bersih atau | kerja pelayanan.

kurang memuaskan. | 2. memberikan nasihat atas
kurangnya pelayanan yang

diberikan kepada konsumen.

Penjelasan dari para pemilik usaha disini sudah bisa dibilang
dipercaya. dalam hal menjaga barang-barang konsumen yang ada dalam
kendaraan yang akan dicuci, meskipun jika ada kehilangan maka pihak
pemilik usaha pasti akan mengganti. jika kalau memang kasalahan terdapat
pada proses pencurian barang di dalam kendaraan bukan dari konsumen yang
lupa menaruhnya tetapi karyawan car wash yang lupa menaruhnya. Dan
untuk kebersihan dalam menyuci kendaraan itu tergantung dari karyawan
siapa yang mencuci kendaraan tersebut dan seberapa kotor kendaraan

sebelum dicuci.

Seperti itulah gambaran singkat mengenai bagai mana tanggung
jawab para pemilik usaha pencucian kendaraan. Daripada itu ketika terjadi
kehilangan pada saat mobil dicuci para pemilik dari masing-masing car wash

juga mempunyai cara tersendiri untuk mengganti barang yang hilang dari
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konsumen. Berikut bentuk dari ganti rugi para pemilik war wash disajikan

dalam bentuk tabel.

Tabel 1.3 Tabel ganti rugi pemilik car wash terhadap konsumen

NO

Car Wash

Bentuk Ganti rugi

Car Wash Amanah

1.

Mengganti dalam bentuk uang jika
konsumenang dirugikan mengizinkan.
Menggnati dengan barang serupa

yang hamper sama

Car Wash Magnum

. Mengganti barang yang sama dengan

barang yang hilang.
Mengganti seluruh kerugian yang
terjadi baik barang dengan barang

atau uang dengan uang.

Dalam bentuk tanggung jawab pihak pemilik disini sudah

semaksimal mungkin untuk dalam menyelesaikan masalah yang ada, dari

mengganti dalam bentuk uang dari barang yang hilang sampai mengganti

barang yang hilang dengan barang yang sama, begitu juga mengganti seluruh

kerugain konsumen baik barang maupun uang.
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B. Tinjauan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen terhadap barang milik konsumen di car wash malang.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 19, diatur mengenai tangung
jawab pelaku usaha dengan ketentuan, pelaku usaha bertanggung jawab
memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Ganti rugi yang dimaksud berupa pengambilan uang atau penggantian barang

yang sejenis atau setara nilainya

Dari peraturan yang menggambarkan tersebut bahwa pemilik usaha
berkewajiban untuk mengganti kerusakan atau kehilangan yang dialami
konsumen. Dasar pertanggung jawabannya merupakan suatu kesalahan dan
resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan
akibat dan konsekuensi hukum dalam pemenuhan tanggung jawab kepada
konsumen. *

Mengenai disebutkan dalam pasal 4 ayat (8) yang berbunyi untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian. Apabila barang dan
jasa yang diterima tidak sesuai atau perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.

Berkaitan dengan praktik dilapangannya, yang diungkapkan oleh

pemilik car wash Amanah dan car wash Magnum, bahwa, Tanpa

menjelaskan mengenai hak, kewajiban, pengamanan dan lainnya karena

55 Abdul halim barkatullah, hukum perlindungan konsumen (banjarmasin : FH Unlam press, 2008),
hlm 38.
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sudah dianggap aman. Dalam praktiknya, pemilik usaha terbiasa
menerangkan sebatas harga, dan pelayanan yang akan dilakukan secara
lansung dengan adanya data, dan nota sebagai bukti pembayaran.

Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan
jujur mengenai pengamanan barang, dikarenakan informasi tersebut juga
merupakan hak konsumen, karena ketiadaan informasi sebelumnya, hal ini
merupakan cacat informasi dan menyebabkan kerugian untuk konsumen.

Dari kewajiban tersebut seharusnya pelaku usaha menjelaskan secara
benar dan jelas mengenai penyimpanan barang pribadi agar dilakukan oleh
pemiliknya sendiri. Apabila pelaku usaha tidak menjelaskan informasi
tersebut maka dinyatakan cacat informasi.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dilaksanakan harus
dilandasi dengan itikad baik. Hubungan yang terjadi antara pelaku dan
konsumen hanya sebatas lisan mengenai tansaksi dan kesepakatan harga
tanpa disertai perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Dalam
hal ini hak dan kewajiban konsumen belum seimbang. Hak pelaku usaha yang
menerima pembayaran harus sesuai kondisi dan atau nilai tukar uang atau jasa
yang diberikan kepada konsumen. ¢’/

Dalam praktiknya masih ada kecurangan dalam pengembalian barang
dari pelaku usaha kepada konsumen. Kecurangan yang terjadi saat
pengembalian barang tidak utuh atau tidak sesuai dengan kondisi awal. Ada

beberapa konsumen yang mengalami hal tersebut dan mereka merasa

5 Abdul Halim barakatullah,, Hukum perlindungan konsumen, hlm 39.
57 Abdul Halim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm 43-44.
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dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu menjaga barang
milik konsumen. Pemilik usaha pun mau tidak mau harus bertanggung jawab
dengan cara mengganti barang milik konsumen yang sudah dihilangkan. Dari
pihak tersebut konsumen merasa rugi karena barang hasil pertanggung
jawaban tidak 100%. sesuai dengan barang yang sudah dihilangkan. Namun
konsumen hanya bersikap pasrah saja walapun dalam keadaan terpaksa. Pada
kasus ini tidak terjadi perlindungan konsumen sesuai dengan asas dan prinsip
yang ada.

Sudah dijelaskan dalam perlindungan konsumen terhadap asas asas
atau prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan
dalam peraturan perundang undangan yang menyatakan bahwa perlindungan
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.

Hasil studi lapangan secara praktik dalam penerapan perlindungan
konsumen kurang maksimal. Hal ini tidak boleh terus menerus dibiarkan.
Maka perlu adanya keamanan dan pengawasan yang intensif dalam
pengamanan barang milik konsumen oleh pihak pengelola usaha. Dalam
pengawasan di dukung oleh UUPK pasal 30, pengawasan terhadap
penyelenggara perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh

pemerintah.

%8 Abdul Halim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm, 48.
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C. Tinjauan hukum islam terhadap praktik tanggung jawab pemilik car
wash terhadap barang milik konsumen di car wash malang.

Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas
layanan yang merugikan konsumen dapat diartikan juga sebagai perbuatan
yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha,
bertentangan dengan kesusilaan dan tidak sesuai dengan kepantasaan dalam
masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (konsumen).
Untuk dapat menuntut ganti kerugian atas layanan yang merugikan konsumen
dalam dasar perbuatan melanggar hukum maka harus dipenuhi beberapa
syarat, seperti adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan,
adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan,
maka dari itu tanggung jawab disini berlaku bagi pengolah usaha tersebut. ®

Dalam islam tanggung jawab menjadi barometer dalam mengukur
keimanan seseorang, sebab bagi orang yang bertanggung jawab berarti orang
tersebut dikatakan amanah sebaliknya bila tidak mampu untuk bertanggung
jawab maka orang tersebut dikatakan munafiq, Dalam Alqur'an Allah swt
berfirman tentang tanggung jawab seseorang. Seperti Allah terangkan dalam

Qs.Qof ayat 17 :

(L Y) Lad JEEN 25 caad)l o2 olidlzadl 512 3

Artinya : (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain
duduk di sebelah kiri.

% Sri Redjeki Hartono, “perlindungan konsumen di indonesia (Tinjauan Makro)”, Mimbar Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi khusus No. 39/X/2001, him 184.
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Dari Ayat diatas menjelaskan tentang Ucapan yang dimaksudkan dalam
ayat ini adalah yang diucapkan oleh manusia, keturunan Adam. Ucapan tersebut
dicatat oleh malaikat yang sifatnya roqib dan ‘atid yaitu senantiasa dekat dan
tidak pernah lepas dari seorang hamba. Malaikat tersebut tidak akan
membiarkan satu kalimat dan satu gerakan melainkan ia akan mencatatnya. Hal
ini sebagaimana firman Allah Ta’ala,

Begitu pula konsep tanggung jawab yang dijelaskan dalam surat Yasin

ayat 12 yang berbunyi :

ot &

5 055 50T 1A U L5505 55l 2 0 )

Artinya : “Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati
dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-
bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami
kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)”

Dari ayat ini juga menunjukkan bagaimana nanti di akhirat Allah
Ta’ala menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia. Dan perbuatan mereka

akan dimintai pertanggung jawaban.

Begitu pula konsep tanggung jawab yang dijelaskan dalam hadis

bukhari muslim :

3

(:,Q@?\:,Q{:Jurwwmsu@ﬂfwmg&)ﬁ;;ﬁfj
O O O R T = IR I o U SRV
(ade 3ima) Lafiss o Jstmn oSSy £l SIS 0053 ey

(3

Artinya Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda:
Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung
jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah
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pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh
keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas
rumah suami dan anaknya.Kalian adalah pemimpin yang akan
dimintai pertanggungtawaban atas kepemimpinan kalian”. (HR.
Bukhari dan Muslim) °

Dari Penjelasan Hadits diatas menunjukkan bahwa ajaran Islam
sangat menjunjung tinggi tanggung jawab seseorang. Tanggung jawab ada
hubungannya dengan hak dan kewajiban. Orang-orang yang kaya bertanggung
jawab atas harta yang dimilikinya, dan berkewajiban untuk menunaikan
zakat/infaq dari harta tersebut. Dia juga berhak untuk mempergunakannya

sebagaimana yang dikehendakinnya asal sesuai dengan aturan Allah SWT.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha
berkewajiban dalam mengganti barang milik konsumen yang hilang sebagai
bentuk pertanggung jawabannya kepada umat manusia. Berkaitan dengan

praktiknya di lapangan, diungkapkan oleh pemilik car wash tersebut bahwa;

Praktik mereka, bentuk tanggung jawab untuk barang yang tertinggal
setelah proses pencucian, oleh pihak pengelola akan menghubungi konsumen
yang mempunyai kepemilikan atas barang tersebut, dan mengembalikannya
dengan utuh, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. Dan

jika barang yang dimaksud berbulan-bulan tidak di ambil oleh konsumen, maka

7 Al-khin, mustofa said, dkk. Imam Nawawi. Terjemah Riyadhus Shalihin. Jakarta:
Pustaka Amani hal 303-304.
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barang tersebut akan dikonsumsi pribadi oleh perusahaan, atau perusahaan akan
mendonasikan ke panti asuhan Perihal tanggung jawab pemilik car wash terhadap
barang-barang konsumen yang hilang, jika datangnya dari kesalahan perusahaan
maka pemilik akan bertanggung jawab penuh terhadap barang konsumen tersebut.
Dengan mengganti barang sesuai barang yang hilang. Jika dari pihak karyawan
adalah pelakunya maka pemilik war wash akan langsung memecat karyawan
tersebut. Guna tidak terulang kembai di hari berikutnya. Didalam kehidupan,
situasi dan kondisi seseorang sangat terkait dengan keadaan di masyarkatnya
tersebut. Tingkah laku dan perbuatan yang membentuk jiwa para generasi muda
dalam lingkungan masyarkat menjadi baik dan buruk adalah terletak pada
tanggung jawab dari individu orang itu sendiri, firman Allah swt dalam surat Al-

Infithar ayat 10-12.

(1Y) e G 55lis (V1) BB (0 +) Gelaitd K Gy
Artinya : “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-
malaikat) yang mengawasi(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah)

dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa
vang kamu kerjakan.” (QS. Al Infithar: 10-12)

Dari penjelasan ayat ini, “ Kiraman Katibin *, yaitu malaikat —
malaikat penjaga manusia tersebut mempunyai sifat (Kiraman ) yaitu pemurah,
dan (Katibin) yaitu yang selalu menulis setiap perbuatan manusia. Maksudnya
bahwa malaikat tersebut tidak akan curang dan tidak akan mencatat sesuatu yang
belum dikerjakan manusia. Sebaliknya tidak akan membiarkan sesuatu yang

dikerjakan manusia, kecuali akan dicatat oleh malaikat tersebut.
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Sedangkan tanggung jawab sosial yang dijelaskan dalam hadis

bukhori sebagai berikut :

fw\:}dkjurwwwyemupwmgﬂwduw\u;
Wedlel 23ass OLoL s B IR a8 RS ngﬁj A s3is Je
PUS 14558 os PERE AR+ 4 15) Lgkasi 3 el GSS Lglan 24kaiss
Optaca 2SIai3diiag 83575 O U35 12 38 4 B el g 2 B
(bl o) s 1575 il Lesdis

Artinya: “Perumpamaan orang yang teguh menjalankan ajaran Allah
dan tidak melanggar ajaran-ajaran-Nya dengan orang yang terjerumus
dalam perbuatan melanggar ajaran Allah, adalah bagaikan satu kaum
yang melakukan undian dalam kapal laut. Sebagian mendapat jatah
diatas dan sebagian lagi mendapat jatah dibawah. Penumpang yang
berada dibawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus
melewati penumpang yang berada diatas. Lalu mereka berkata
“seandainya kita lubangi saja kapal ini, maka kita dapat mengambil air
tanpa mengganggu penumpang diatas. Jika perbuatan mereka itu

mereka biarkan, maka semuanya akan binasa (tenggelam). Namun jika

mereka mencegahnya maka semuanya akan selamat” (H.r. Bukhori).
71

Hadits tersebut telah menggambarkan bahwa, sekelompok orang
mempunyai tugas masing-masing yang satu dan yang lainnya saling mendukung.
Seperti halnya ada yang bekerja dibawah dan ada yang diatas kapal, mereka harus
tetap konsisten dengan apa yang menjadi tugas mereka ketika ada beberapa waktu
saja mereka lengah yang menjadikan tugas mereka terbengkelai maka itu dapat

berakibat fatal, baik bagi mereka maupun kaum mereka. Hal tersebut menandakan

"' Al-khin, mustofa said, dkk. Imam.Nawawi Terjemah Riyadhus Shalihin. Jakarta: Pustaka
Amani hal 250 dan 251.
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bahwasannya dibutuhkan sekali adanya kerja kolektif, Jika saja mercka biasa
menjalankan tugas mereka masing-masing tanpa mengganggu yang lainnya

pastilah tujuan yang akan dicapai akan mudah tergapai.

Dari hadits diatas kita dapat mengambil ibrah, bahwasannya setiap diri
pribadi seseorang mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya masing-

masing.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan uraian analisa, dapat disimpulkan bahwa praktik
tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di car wash
Malang sudah cukup memberikan solusi pada setiap kejadian
kehilangan dan kurang bersihnya pencucian kendaraan yang ada.

Berdasarkan uraian analisa, dapat disimpulkan bahwa tinjauan

Undang - undang Nomor §. tahun 1999 perlindungan konsumen
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terhadap barang-barang konsumen yang hilang di car wash malang

sudah sangat melindungi para konsumen.

. Berdasarkan uraian analisa, dapat disimpulkan bahwa tinjauan

hukum Islam terhadap tanggung jawab pemilik usaha jasa car wash
terhadap barang milik konsumen di car wash malang memberikan
banyak pelajaran bagi konsumen. maupun pemilik atau karyawan
car wash agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pencucian

agar tidak ada problem yang di hadapi oleh konsumen.

B. Saran

1.

Untuk setiap pengguna jasa Car wash agar lebih diperhatikan lagi
barang-barang berharga yang ada didalam mobil saat akan memakai
jasanya.

Kenyamanan dalam memakai jasa Car wash sudah dilindungi oleh
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Hukum islam sudah menjelsakasn secara rinci konsep tanggung

jawab seperti apa, sehingga kita cukup memperkatekannya.
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LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada pihak car wash

1

2.
3.

. Berapa lama car wash ini berdiri?

Bagaimana ketentuan / cara cuci motor/ mobil disini?

Apakah ada perjanjian atau ketentuan khusus untuk cuci motor/ mobil
disini?

Apakah disini pernah kejadian pencucian mobil kemudian barang
konsumen hilang?

. Apakah untuk barang hilang tersebut car wash memberikan kompensasi/
ganti rugi? Jika iya bagaimana ketentuan penggantian rugi untuk barang
yang hilang? Apa bentuk dari ganti rugi yang diberikan pihak car wash
terhadap konsumen?

Bagaimana car wash dapat memberikan jaminan kepada pelanggan/

konsumen bahwa car wash ini aman?

B. Pertanyaan kepada konsumen car Wash

. Apakah anda sering cuci kendaraan ditempat sini?

Bagaimana kepuasan anda saat cuci kendaraan disini?

Bagaimana pengalaman positif dan negatif ditempat cuci kendaraan
disini?

Apakah anda puas saat cuci kendaraan ditempat sini atau anda pernah
merasa dirugikan saat mencuci kendaraa disini?

Apakah anda pernah kehilangan barang ditempat sini saat cuci

kendaraan?
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Lampiran Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan saudara bapak Wawan (pemilik dan
tanggung jawab car wash amanah).

Gambar 2. Wawancara dengan saudara mas Fahmi ( konsumen dari car
wash amanah)
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Gambar 3. Wawancara dengan saudara mbak desi (konsumen dari car
wash amanah)

s =

Gambar 4. Wawancara dengan saudara Mas putra (pemilik dan
tanggung jawab car wash magnum.
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Gambar 5. Wawancara dengan saudara mas supri (konsumen dari car
wash magnum)

Gambar 6. Wawancara dengan saudari ibu hesti (konsumen dari car
wash magnum)
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Gambear 8. (lokasi tempat Car wash magnum)
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